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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi mengenai peternakan ayam di tengah

pemukiman Desa Limbur Tembesi, maka didapatkan kesimpulan berikut ini.

1.

Bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sebagai dampak
dari adanya peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi yakni ketentuan di
dalam UUPPLH dan Permentan yang melarang adanya peternakan berada
di tengah pemukiman masyarakat dan wajib mempunyai perizinan,
kemudian masyarakat mempunyai hak atas lingkungan hidup yang sehat
serta berhak untuk melakukan pengaduan jika merasa dirugikan oleh
peternakan ayam. Selain itu, aturan hukum juga akan memberikan sanksi
administratif maupun pidana yang diberikan kepada peternakan yang sudah
melakukan pelanggaran. Dampak dari kegiatan peternakan tersebut lebih
memberikan dampak positif kepada masyarakat yakni dari segi ekonomi
dan sosial, meskipun juga ada dampak negatif yakni dari bau busuk dan lalat
yang ditimbulkan dari peternakan ayam. Meskipun demikian, sanksi
administratif di Desa Limbur Tembesi tidak berjalan dengan baik sebab
peternakan masih berdasarkan pada aturan adat dan ajaran leluhur setempat.
Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari
dampak peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi secara normative belum

berjalan seutuhnya. Namun, perlindungan hukum dengan menggunakan
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kebiasaan masyarakat setempat, yakni perjanjian antara peternak dengan
masyarakat sekitar.

Kendala utama dalam perlindungan hukum dikarenakan masyarakat tidak
mengetahui secara keseluruhan ketentuan mengenai peraturan perundang-
undangan, hanya mengetahui beberapa ketentuan hukum saja. Di lain sisi,
beberapa peternakan juga tidak mengetahui aturan normatif. Solusinya
adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sarolangun melakukan
sosialisasi mengenai pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat
serta berbagai macam peraturan perundang-undangan dalam kaitannya
dengan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Kemudian agar
Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun juga melakukan sosialisasi dan
pembinaan mengenai pentingnya perizinan bagi peternakan di Desa Limbur
Tembesi, baik peternakan skala kecil maupun skala mikro, serta berbagai
macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peternakan,

utamanya peternakan ayam.
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B. Saran

Berdasarkan fakta mengenai peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi,

maka saran yang diberikan penulis terhadap DPR (Dewan Perwakilan Rakyat),

pemerintah, pemilik peternakan, masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Jambi serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, berikut ini.

1.

Kepada pemerintah daerah, sebaiknya lebih memperhatikan sarana dan
prasarana di Desa Limbur Tembesi, seperti mengadakan dan/ atau perbaikan
jalan kampung. Jalan kampung sangat dibutuhkan masyarakat sebab
mempengaruhi roda perekonomian, jalan kampung yang tersedia dengan
kondisi yang memadai sangat menopang perekonomian masyarakat dalam
melakukan mobilisasi dari tempat tinggal mereka ke pasar dan/ atau ke arah
kota. Semakin tersedia dan bagus kondisi jalan kampung maka semakin
mempercepat distribusi dan meningkatkan perekonomian;

Kepada pemilik peternakan, maka harus konsisten menjaga kebersihan
kandang, sebab sangat berpengaruh sekali pada kesehatan warga
masyarakat, terutama bau busuk yang ditimbulkan dari feses ayam, larva
lalat dan lalat;

Kepada masyarakat untuk senantiasa mengingatkan peternak dalam
menjaga kebersihan kandang, serta diusahakan jangan sampai lagi ada
penambahan peternakan di tengah pemukiman masyarakat sebab sebetulnya
meskipun hanya “hak” atas lingkungan hidup, namun seyogianya diartikan
bahwa “hak” adalah sesuatu yang perlu dinikmati oleh penerimanya.

Kemudian, hendaknya masyarakat melakukan pengaduan jika ada indikasi
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dari peternak yang tidak menjaga kebersihan lingkungan sehingga membuat
masyarakat merasa terganggu;

. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah memberikan
pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat di Desa Limbur Tembesi,
mereka berhak atas lingkungan hidup yang sehat. bahwa Menyebarkan
informasi kepada masyarakat mengenai adanya pembinaan tersebut,
kemudian juga pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.
Kemudian juga senantiasa mengingatkan warga masyarakat untuk segera
melakukan pengaduan jika merasa dirugikan oleh peternakan ayam; dan

. Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi adalah
hendaknya senantiasa mengingatkan masyarakat bahwa tidak boleh
mendirikan peternakan di tengah pemukiman masyarakat, hal itu dapat

mengganggu HAM dari masyarakat sekitar peternakan.
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